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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. 
Pengaturan Hukum terhadap Kelalaian Pengemudi dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Berdasarkan Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Kis
Pengaturan hukum terhadap kelalaian pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar hukum khusus yang mengatur tanggung jawab pengemudi ketika perbuatannya menimbulkan kecelakaan lalu lintas, baik yang mengakibatkan kerusakan, luka ringan, luka berat, maupun korban meninggal dunia. Dalam Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Kis, ketentuan yang digunakan oleh Penuntut Umum dan dipertimbangkan oleh hakim adalah Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam perkara ini, terdakwa bernama Misliadi didakwa karena mengemudikan kendaraan bermotor berupa mobil barang dump truck dengan Nomor Polisi BK 8912 YI yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan korban meninggal dunia. Perkara tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana lalu lintas tidak selalu lahir dari adanya niat jahat pengemudi, tetapi dapat pula terjadi karena kurang hati-hati, kurang memperhatikan keadaan sekitar, atau tidak melakukan tindakan pencegahan yang seharusnya dilakukan oleh seorang pengemudi. Dengan demikian, aspek kelalaian menjadi dasar penting untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi.

Secara hukum pidana, kelalaian atau culpa merupakan bentuk kesalahan yang berbeda dengan kesengajaan. Jika kesengajaan mengandung kehendak dan pengetahuan terhadap akibat yang dilarang, maka kelalaian lebih menitikberatkan pada kurangnya kehati-hatian seseorang dalam melakukan perbuatan. Dalam konteks lalu lintas, seorang pengemudi wajib memperhatikan keselamatan dirinya, penumpang, pengguna jalan lain, dan lingkungan sekitar. Apabila kewajiban berhati-hati itu diabaikan hingga menimbulkan kecelakaan yang berakibat meninggalnya orang lain, maka pengemudi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pada Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Kis, peristiwa kecelakaan terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Umum Tanjung Seri–Mekar Sari, tepatnya di Dusun Mangga 10 Desa Mekar Sari Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara. Terdakwa pada saat itu mengemudikan mobil barang dump truck bermuatan pasir sungai dari arah Mekar Sari menuju arah Tanjung Seri. Karena kondisi jalan menuju tempat pembuangan pasir sempit, terdakwa memutar kepala truk dan kemudian mengemudikan kendaraan dengan cara mundur hingga ke simpang tiga.

Perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan besar dengan cara mundur pada area jalan umum menjadi bagian penting dalam menilai adanya kelalaian. Kendaraan besar seperti dump truck memiliki titik buta atau blind spot yang lebih luas dibandingkan kendaraan kecil. Oleh karena itu, pengemudi kendaraan besar semestinya memiliki tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi, terutama ketika kendaraan digerakkan mundur atau berbelok di area persimpangan. Dalam perkara ini, kelalaian terdakwa terlihat dari kurang maksimalnya pengamatan terhadap kondisi sekitar kendaraan sebelum dan saat melakukan manuver.

Pengaturan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat dipidana. Unsur utama dalam pasal tersebut adalah adanya subjek hukum berupa setiap orang, adanya perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor, adanya kelalaian, terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan akibat berupa orang lain meninggal dunia. Unsur-unsur tersebut harus dibuktikan secara kumulatif dalam persidangan.

Berdasarkan putusan, Majelis Hakim memeriksa unsur “setiap orang” terlebih dahulu. Unsur ini diarahkan untuk memastikan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, terdakwa Misliadi merupakan orang dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya keadaan yang menghapuskan kemampuan bertanggung jawab. Oleh karena itu, hakim menyatakan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

Unsur berikutnya adalah “mengemudikan kendaraan bermotor”. Unsur ini juga terpenuhi karena terdakwa secara nyata mengemudikan mobil barang dump truck Nomor Polisi BK 8912 YI. Hal tersebut didukung oleh keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti berupa satu unit mobil barang dump truck, SIM A atas nama Misliadi, dan STNK kendaraan. Dengan adanya alat bukti tersebut, kedudukan terdakwa sebagai pengemudi kendaraan pada saat kejadian tidak lagi menjadi persoalan yang diragukan.

Unsur kelalaian dalam perkara ini dinilai dari cara terdakwa mengemudikan kendaraan pada saat peristiwa terjadi. Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan hendak berbelok dan berdasarkan fakta persidangan, pandangan terdakwa fokus ke depan. Sesaat setelah kecelakaan, terdakwa baru merasakan bahwa mobil yang dikemudikannya melindas sesuatu, kemudian melihat melalui kaca spion sebelah kiri bahwa ada seorang perempuan berada di kolong belakang dekat ban belakang sebelah kiri. Fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak cukup cermat memperhatikan area sekitar kendaraan sebelum melakukan pergerakan.

Keterangan saksi Rohmah memperkuat adanya peristiwa kecelakaan antara mobil barang dump truck yang dikemudikan terdakwa dengan seorang pejalan kaki. Saksi menerangkan bahwa sebelum kejadian, korban yang diduga sebagai orang dengan gangguan jiwa sempat datang ke kedainya untuk meminta minuman, lalu berjalan menuju jalan umum. Tidak lama kemudian, saksi melihat korban sudah tergeletak di bawah kolong belakang ban sebelah kiri dump truck. Keterangan ini menunjukkan adanya hubungan antara pergerakan kendaraan terdakwa dengan posisi korban setelah kecelakaan.

Keterangan saksi Suprianto juga memperkuat fakta bahwa kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Umum Tanjung Seri–Mekar Sari, tepatnya di Dusun Mangga 10 Desa Mekar Sari Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara. Saksi mengetahui kejadian setelah dihubungi oleh kepala desa, lalu menuju tempat kejadian perkara dan melihat korban sudah berada di halaman rumah saksi Rohmah. Keterangan ini mendukung konstruksi bahwa setelah kecelakaan terjadi, korban segera ditolong dan dibawa ke fasilitas kesehatan, namun akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUD Batu Bara.

Pengaturan hukum pidana terhadap kelalaian dalam lalu lintas tidak hanya memperhatikan perbuatan pengemudi, tetapi juga memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Dalam perkara ini, akibat yang muncul adalah korban mengalami luka dan meninggal dunia. Akibat tersebut menjadi dasar pemberatan dalam penerapan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Artinya, apabila akibat dari kelalaian hanya berupa kerusakan atau luka ringan, maka ketentuan pidana yang digunakan tentu berbeda dengan perkara yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor Mayat 445/2836/VER/RRSUD-BB/III/2022 tanggal 5 Agustus 2024, korban mengalami beberapa luka, antara lain luka robek, lecet, memar, luka pada bagian panggul, luka pada telapak tangan, serta lebam pada bagian tubuh tertentu. Visum tersebut menjadi alat bukti surat yang penting untuk membuktikan keadaan korban setelah peristiwa kecelakaan. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, visum memiliki kedudukan penting karena dapat menjelaskan kondisi fisik korban secara medis.

Hasil pemeriksaan ahli medis juga memberikan dasar objektif bagi hakim untuk menilai hubungan antara kecelakaan dengan akibat yang dialami korban. Ahli Dr. Bane Uras Sagala menerangkan bahwa korban berada dalam keadaan meninggal dunia dan mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuh. Keterangan ahli ini memperkuat bahwa peristiwa yang terjadi bukan sekadar kecelakaan ringan, melainkan kecelakaan yang menimbulkan akibat serius berupa hilangnya nyawa seseorang.

Dalam wawancara dengan Hakim Ketua Yanti Suryani, S.H., M.H. pada tanggal 1 Juni 2026, diperoleh penjelasan bahwa pengaturan hukum terhadap kelalaian pengemudi dalam perkara ini dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Menurut beliau, hakim tidak hanya melihat bahwa telah terjadi korban meninggal dunia, tetapi juga harus menilai apakah kematian tersebut memiliki hubungan dengan perbuatan terdakwa sebagai pengemudi. Dengan demikian, pengaturan hukum diterapkan melalui pembuktian unsur secara hati-hati dan bertahap.

Hakim Ketua Yanti Suryani, S.H., M.H. juga menjelaskan bahwa kelalaian dalam perkara lalu lintas biasanya dilihat dari standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh pengemudi. Seorang pengemudi tidak cukup hanya memiliki SIM dan mengemudikan kendaraan dengan kecepatan rendah, tetapi juga harus mampu memastikan bahwa tindakan mengemudi yang dilakukan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Dalam perkara ini, meskipun kendaraan berjalan dengan kecepatan rendah, akibat yang timbul tetap serius karena korban meninggal dunia.

Dari sudut pengaturan hukum, perkara ini menunjukkan bahwa kecepatan kendaraan bukan satu-satunya ukuran dalam menentukan kelalaian. Meskipun terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan sekitar 5 km/jam, kelalaian tetap dapat terjadi apabila pengemudi tidak memperhatikan kondisi sekitar kendaraan. Hal ini penting karena dalam kecelakaan lalu lintas, kendaraan besar yang bergerak pelan sekalipun tetap dapat menimbulkan bahaya besar apabila pengemudi tidak waspada.

Pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga menempatkan pengemudi sebagai pihak yang memiliki kewajiban hukum untuk mengendalikan kendaraan secara wajar dan penuh konsentrasi. Pada perkara ini, terdakwa menerangkan bahwa pandangannya fokus ke depan untuk berbelok. Namun, karena kendaraan yang dikemudikan merupakan dump truck dan posisi korban berada di bagian belakang sebelah kiri, seharusnya terdakwa lebih berhati-hati dalam memastikan area samping dan belakang kendaraan aman. Di sinilah unsur kurang hati-hati dapat dipahami secara lebih konkret.

Pada dasarnya, kelalaian dalam hukum pidana lalu lintas mengandung penilaian terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh pengemudi dalam keadaan tertentu. Jika seseorang mengemudikan kendaraan besar di jalan yang sempit, dekat persimpangan, dan dalam kondisi harus bermanuver, maka standar kehati-hatian yang dituntut tentu lebih tinggi. Pengemudi semestinya memperhatikan kaca spion, kondisi jalan, keberadaan pejalan kaki, serta meminta bantuan orang lain apabila manuver kendaraan sulit dilakukan.

Kondisi tempat kejadian perkara juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam menerapkan pengaturan hukum. Berdasarkan keterangan saksi, kondisi jalan pada saat kejadian adalah jalan beton semen yang sudah mulai rusak, berada di persimpangan tiga, cuaca cerah, situasi sunyi, dan pandangan bebas. Keadaan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hambatan cuaca yang menghalangi pandangan pengemudi. Oleh karena itu, hakim dapat menilai bahwa terdakwa memiliki kesempatan untuk lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan.

Fakta bahwa korban diduga merupakan orang dengan gangguan jiwa tidak menghapus kewajiban hukum terdakwa sebagai pengemudi. Dalam hukum lalu lintas, pejalan kaki tetap merupakan pengguna jalan yang harus diperhatikan keselamatannya. Bahkan, terhadap orang yang memiliki keterbatasan atau kondisi tertentu, pengemudi justru dituntut untuk lebih waspada. Oleh karena itu, status korban sebagai orang yang diduga mengalami gangguan jiwa tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Pengaturan hukum terhadap kelalaian pengemudi dalam perkara ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana lalu lintas bersifat delik materiil. Artinya, perbuatan tersebut baru menjadi tindak pidana sebagaimana Pasal 310 ayat (4) apabila kelalaian pengemudi benar-benar menimbulkan akibat berupa meninggalnya orang lain. Dalam Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Kis, akibat tersebut terbukti karena korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUD Batu Bara setelah mengalami kecelakaan dengan kendaraan yang dikemudikan terdakwa.

Selain Pasal 310 ayat (4), putusan ini juga menyinggung Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, pengemudi atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan atau biaya pemakaman, tanpa menggugurkan tuntutan pidana. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab sosial atau bantuan kepada korban tidak serta-merta menghapus proses pidana.

Dalam wawancara tanggal 1 Juni 2026, Hakim Ketua Yanti Suryani, S.H., M.H. menerangkan bahwa bantuan kepada korban atau keluarganya dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari sikap tanggung jawab terdakwa, tetapi tidak dapat menghapus perbuatan pidana apabila unsur pasal telah terbukti. Penjelasan ini sejalan dengan sifat hukum pidana lalu lintas yang tetap menempatkan keselamatan nyawa manusia sebagai kepentingan hukum yang dilindungi. Oleh karena itu, sekalipun terdakwa menolong korban setelah kejadian, proses hukum tetap berjalan.

Perkara ini memperlihatkan bahwa pengaturan hukum terhadap kelalaian pengemudi bertujuan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jalan. Jalan umum bukan hanya ruang bagi kendaraan bermotor, tetapi juga digunakan oleh pejalan kaki. Oleh sebab itu, setiap pengemudi wajib menyesuaikan cara mengemudi dengan keadaan jalan, jenis kendaraan, dan kemungkinan adanya pengguna jalan lain. Jika kewajiban tersebut diabaikan, maka hukum pidana dapat hadir untuk meminta pertanggungjawaban.

Dalam konteks pembuktian unsur kelalaian, hakim tidak hanya melihat satu alat bukti, melainkan menilai kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, visum, dan barang bukti. Hal ini tampak dalam pertimbangan putusan yang menyebutkan bahwa fakta hukum diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Dengan cara tersebut, pengaturan hukum tidak diterapkan secara asal, tetapi melalui proses pembuktian yang sesuai dengan hukum acara pidana.

Kekuatan Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Kis juga terletak pada bagaimana hakim menghubungkan fakta persidangan dengan unsur pasal yang didakwakan. Terdakwa tidak membantah identitasnya, tidak membantah bahwa dirinya mengemudikan kendaraan, dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi. Keadaan ini membuat konstruksi pembuktian menjadi lebih jelas, karena pokok persoalan kemudian berfokus pada apakah cara terdakwa mengemudi dapat dikategorikan sebagai kelalaian yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Pengaturan hukum dalam Pasal 310 ayat (4) memiliki ancaman pidana yang cukup serius karena berkaitan dengan hilangnya nyawa seseorang. Namun, dalam penerapannya, hakim tetap memiliki ruang untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta dan keadaan konkret di persidangan. Pada perkara ini, Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 5 bulan, sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hakim melakukan penilaian sendiri terhadap keadaan perkara.

Apabila dilihat dari aspek norma, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan batasan bahwa perbuatan yang dipidana adalah perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia. Dengan demikian, tidak semua kecelakaan lalu lintas otomatis menjadi tindak pidana. Kecelakaan tersebut harus memiliki unsur kelalaian dari pengemudi dan terdapat hubungan sebab akibat antara kelalaian tersebut dengan meninggalnya korban.

Hubungan sebab akibat atau causal verband menjadi hal penting dalam perkara ini. Terdakwa mengemudikan dump truck, kemudian kendaraan tersebut mengenai atau melindas korban, dan korban kemudian mengalami luka hingga meninggal dunia. Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan hubungan antara tindakan mengemudi terdakwa dengan akibat yang muncul. Oleh karena itu, pengaturan hukum Pasal 310 ayat (4) dapat diterapkan karena unsur kelalaian dan akibat telah saling berkaitan.

Dari sisi perlindungan hukum, pengaturan ini juga memberi pesan bahwa pengemudi kendaraan besar harus memiliki kewaspadaan ekstra. Dump truck merupakan kendaraan yang memiliki ukuran besar, bobot berat, dan potensi bahaya tinggi apabila tidak dikendalikan dengan hati-hati. Ketika kendaraan tersebut digunakan di jalan desa yang sempit dan rusak, maka pengemudi harus memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Kelalaian kecil dalam mengawasi area sekitar kendaraan dapat berakibat fatal bagi pengguna jalan lain.

Berdasarkan uraian fakta dalam putusan, terdakwa setelah kejadian berupaya menolong korban dengan meminggirkan korban, menghubungi kepala desa dan kepala dusun, serta meminta bantuan ambulans. Sikap ini memang dapat menunjukkan adanya tanggung jawab moral setelah kecelakaan terjadi. Namun, secara hukum pidana, tindakan setelah peristiwa tidak menghapus kelalaian yang sudah terjadi sebelumnya. Hal tersebut hanya dapat menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana.

Dalam wawancara tanggal 1 Juni 2026, Hakim Ketua Yanti Suryani, S.H., M.H. menyampaikan bahwa pengaturan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia harus dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap nyawa manusia. Menurut beliau, perkara lalu lintas sering kali tampak sebagai peristiwa yang tidak disengaja, tetapi apabila terdapat kelalaian yang terbukti secara hukum, maka pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penjelasan tersebut memperkuat bahwa unsur culpa tetap merupakan bagian dari kesalahan dalam hukum pidana.

Dengan demikian, pengaturan hukum terhadap kelalaian pengemudi dalam perkara ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam putusan pengadilan. Norma Pasal 310 ayat (4) digunakan sebagai dasar dakwaan, kemudian diuji melalui fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, serta keterangan terdakwa. Setelah seluruh unsur terbukti, Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka berat.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum terhadap kelalaian pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Kis diterapkan melalui Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penerapan pasal tersebut dilakukan dengan membuktikan unsur setiap orang, mengemudikan kendaraan bermotor, adanya kelalaian, terjadinya kecelakaan lalu lintas, serta akibat berupa meninggalnya korban. Oleh karena itu, pengaturan hukum dalam perkara ini menegaskan bahwa pengemudi yang lalai tetap dapat dipidana meskipun tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.
B. 
Penerapan Unsur Kelalaian oleh Penyidik Satlantas Polres Batu Bara dalam Pembuktian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Penerapan unsur kelalaian oleh penyidik dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena tindak pidana lalu lintas pada umumnya tidak didasarkan pada niat pelaku untuk mencelakai korban, melainkan pada adanya sikap kurang hati-hati, kurang waspada, atau tidak memperhitungkan risiko yang seharusnya dapat dihindari. Oleh karena itu, penyidik tidak cukup hanya membuktikan bahwa telah terjadi kecelakaan, tetapi juga harus membuktikan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena adanya kelalaian dari pengemudi.

Dalam perkara Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Kis, proses pembuktian unsur kelalaian diawali dari adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas antara Mobil Barang Dump Truck Nomor Polisi BK 8912 YI yang dikemudikan oleh terdakwa Misliadi dengan seorang pejalan kaki. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Umum Tanjung Seri–Mekar Sari, tepatnya di Dusun Mangga 10 Desa Mekar Sari Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara. Fakta ini menjadi titik awal bagi penyidik untuk menentukan tempat kejadian perkara, waktu kejadian, kendaraan yang terlibat, identitas pengemudi, dan akibat yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Simon E. Simatupang, S.H., M.H. pada tanggal 2 Juni 2026, diketahui bahwa langkah awal yang dilakukan penyidik Satlantas Polres Batu Bara ketika menerima laporan kecelakaan lalu lintas adalah mendatangi tempat kejadian perkara. Penyidik harus memastikan keadaan korban, posisi kendaraan, kondisi jalan, keterangan masyarakat sekitar, serta kemungkinan adanya barang bukti yang masih berada di lokasi. Tahap awal ini sangat penting karena keadaan di tempat kejadian perkara dapat berubah dengan cepat apabila tidak segera diamankan.

Menurut AKP Simon E. Simatupang, S.H., M.H., dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia, penyidik tidak boleh hanya bergantung pada keterangan pengemudi. Penyidik harus mengumpulkan keterangan saksi yang melihat, mengetahui, atau berada di sekitar lokasi kejadian. Dalam perkara ini, keterangan saksi Rohmah menjadi salah satu bagian penting karena saksi berada cukup dekat dengan tempat kejadian dan mengetahui keberadaan korban sebelum kecelakaan terjadi.

Keterangan saksi Rohmah memberikan gambaran bahwa sebelum kecelakaan terjadi, korban yang diduga sebagai orang dengan gangguan jiwa sempat datang ke kedai saksi dan meminta minuman. Setelah itu, korban berjalan menuju jalan umum. Tidak lama kemudian, saksi melihat korban sudah tergeletak di bawah kolong bagian belakang ban sebelah kiri dump truck yang dikemudikan terdakwa. Keterangan ini membantu penyidik dalam melihat rangkaian peristiwa sebelum dan sesudah terjadinya kecelakaan.

Selain saksi Rohmah, keterangan saksi Suprianto juga digunakan untuk memperkuat fakta adanya kecelakaan lalu lintas. Saksi Suprianto mengetahui kejadian setelah mendapat informasi dari kepala desa, kemudian menuju tempat kejadian perkara dan melihat korban sudah berada di halaman rumah saksi Rohmah. Keterangan ini menunjukkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, masyarakat sekitar turut membantu korban dan membawa korban ke fasilitas kesehatan. Hal tersebut penting untuk membuktikan bahwa akibat kecelakaan tersebut benar-benar menimbulkan korban luka hingga meninggal dunia.

Dalam penerapan unsur kelalaian, penyidik menilai cara pengemudi mengendalikan kendaraan sebelum kecelakaan terjadi. Pada perkara ini, terdakwa mengemudikan dump truck bermuatan pasir sungai dan melakukan manuver di sekitar simpang tiga. Terdakwa sebelumnya memutar kepala kendaraan karena jalan menuju tempat pembuangan pasir sempit, kemudian mengemudikan kendaraan dengan cara mundur hingga mendekati simpang. Cara mengemudi seperti ini memiliki risiko tinggi, terutama karena kendaraan yang digunakan adalah kendaraan besar dengan titik buta yang luas.

Menurut AKP Simon E. Simatupang, S.H., M.H., unsur kelalaian dalam perkara lalu lintas biasanya dinilai dari apakah pengemudi telah melakukan kewajiban berhati-hati sebagaimana mestinya. Dalam kasus kendaraan besar, pengemudi seharusnya memastikan area depan, samping, dan belakang kendaraan aman sebelum bergerak. Apabila kendaraan harus mundur atau berbelok di ruang yang sempit, pengemudi sebaiknya meminta bantuan orang lain untuk memberi aba-aba agar tidak membahayakan pengguna jalan lain.

Kelalaian terdakwa dalam perkara ini dapat dilihat dari fakta bahwa terdakwa baru mengetahui adanya korban setelah merasakan kendaraan yang dikemudikannya melindas sesuatu. Setelah itu, terdakwa melihat melalui kaca spion sebelah kiri dan menemukan seorang perempuan dewasa berada di bawah samping kiri kendaraan, tepatnya di dekat ban belakang sebelah kiri. Keadaan ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak sepenuhnya memperhatikan area sekitar kendaraan sebelum dan pada saat melakukan manuver.

Dalam penyidikan perkara lalu lintas, hubungan antara perbuatan pengemudi dan akibat yang timbul harus dibuktikan secara jelas. Penyidik harus dapat menunjukkan bahwa korban meninggal dunia bukan karena sebab lain yang terlepas dari kecelakaan, melainkan karena peristiwa yang melibatkan kendaraan yang dikemudikan oleh tersangka. Dalam perkara ini, hubungan tersebut dibangun melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, hasil pemeriksaan medis, serta barang bukti kendaraan.

Hasil Visum et Repertum menjadi salah satu alat bukti penting dalam pembuktian perkara ini. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor Mayat 445/2836/VER/RRSUD-BB/III/2022 tanggal 5 Agustus 2024, korban mengalami beberapa luka, seperti luka robek, lecet, memar, luka pada bagian panggul, luka terbuka pada telapak tangan kiri, serta lebam pada bagian pinggul. Hasil visum ini menjadi dasar medis untuk menerangkan keadaan tubuh korban setelah mengalami kecelakaan.

Menurut AKP Simon E. Simatupang, S.H., M.H., visum sangat diperlukan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia karena penyidik memerlukan keterangan medis yang objektif. Penyidik tidak dapat hanya menyimpulkan sendiri penyebab luka atau kematian korban tanpa dasar keahlian. Oleh karena itu, permintaan visum kepada tenaga medis menjadi bagian dari proses pembuktian yang bertujuan memperkuat berkas perkara sebelum dilimpahkan kepada penuntut umum.

Keterangan ahli medis dalam putusan juga menjelaskan bahwa korban berada dalam keadaan meninggal dunia dan mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuh. Ahli Dr. Bane Uras Sagala menerangkan bahwa luka yang ditemukan pada tubuh korban berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban. Keterangan ahli tersebut menjadi pelengkap dari visum karena memberikan penjelasan secara langsung mengenai kondisi korban berdasarkan pemeriksaan medis.

Dalam proses pembuktian unsur kelalaian, penyidik juga memperhatikan barang bukti yang berkaitan dengan perkara. Barang bukti dalam perkara ini berupa satu unit Mobil Barang Dump Truck Nomor Polisi BK 8912 YI, satu lembar SIM A atas nama Misliadi, dan satu lembar STNK dump truck atas nama Ismail Hasan Dasopang. Barang bukti tersebut penting untuk membuktikan kendaraan yang terlibat, legalitas pengemudi, serta keterkaitan antara terdakwa dengan kendaraan yang digunakan pada saat kejadian.

Keberadaan SIM A atas nama terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa secara administratif memiliki izin mengemudi. Namun, kepemilikan SIM tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya kelalaian dalam mengemudi. Seorang pengemudi yang memiliki SIM tetap dapat dipidana apabila dalam praktiknya tidak berhati-hati dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, penyidik tetap menilai perbuatan konkret pengemudi pada saat kejadian, bukan hanya status formal kepemilikan SIM.

Dalam wawancara tanggal 2 Juni 2026, AKP Simon E. Simatupang, S.H., M.H. menjelaskan bahwa kelalaian tidak selalu ditandai dengan kecepatan tinggi. Menurut beliau, kendaraan yang bergerak pelan pun dapat menimbulkan kecelakaan apabila pengemudi tidak memperhatikan keadaan sekitar. Dalam perkara ini, meskipun kendaraan disebut bergerak dengan kecepatan rendah, risiko tetap besar karena kendaraan yang dikemudikan adalah dump truck dan korban berada pada area yang tidak terpantau secara baik oleh pengemudi.

Pernyataan tersebut sejalan dengan fakta dalam putusan bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan sekitar 5 km/jam ketika berbelok menuju tempat pembuangan pasir. Kecepatan rendah memang dapat menjadi salah satu keadaan yang dipertimbangkan, tetapi bukan berarti terdakwa bebas dari kelalaian. Ukuran kelalaian tetap dilihat dari apakah terdakwa telah bertindak hati-hati sesuai keadaan jalan, ukuran kendaraan, dan keberadaan pengguna jalan lain.

Penyidik dalam perkara lalu lintas juga perlu memperhatikan kondisi jalan dan situasi sekitar tempat kejadian perkara. Dalam perkara ini, keterangan saksi menyebutkan bahwa kondisi cuaca cerah, jalan sunyi, pandangan bebas, dan jalan berupa beton semen yang sudah mulai rusak di sekitar persimpangan tiga. Kondisi tersebut menjadi bahan penilaian apakah pengemudi memiliki kesempatan untuk melihat keadaan sekitar dan melakukan tindakan pencegahan sebelum kecelakaan terjadi.

Menurut AKP Simon E. Simatupang, S.H., M.H., kondisi jalan yang rusak atau sempit tidak otomatis menghilangkan kelalaian pengemudi. Justru ketika kondisi jalan kurang baik, pengemudi harus lebih berhati-hati. Dalam perkara ini, keberadaan jalan yang sempit dan persimpangan tiga semestinya membuat pengemudi dump truck lebih waspada, apalagi kendaraan tersebut memiliki ukuran besar dan sedang bermuatan pasir.

Dalam pembuktian unsur kelalaian, penyidik juga harus melihat apakah terdapat tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pengemudi sebelum kecelakaan terjadi. Misalnya, apakah pengemudi membunyikan klakson, melihat kaca spion secara cukup, meminta bantuan orang lain ketika mundur, atau memastikan tidak ada orang di sekitar kendaraan. Apabila tindakan pencegahan tersebut tidak dilakukan atau tidak cukup dilakukan, maka hal itu dapat memperkuat dugaan adanya kelalaian.

Pada perkara ini, fakta yang menonjol adalah terdakwa baru mengetahui adanya korban setelah kendaraan melindas sesuatu. Hal ini menunjukkan bahwa kewaspadaan terdakwa belum cukup, terutama pada bagian kiri dan belakang kendaraan. Sebagai pengemudi dump truck, terdakwa seharusnya menyadari bahwa bagian belakang dan samping kendaraan memiliki potensi bahaya, sehingga sebelum berbelok atau bergerak mundur, perlu dipastikan bahwa area tersebut aman.

Penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas juga bertujuan menentukan apakah terdapat kesesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan tersangka. Dalam perkara ini, keterangan terdakwa pada pokoknya tidak bertentangan dengan keterangan saksi mengenai adanya kecelakaan, lokasi kejadian, kendaraan yang digunakan, serta akibat yang dialami korban. Kesesuaian tersebut membantu penyidik dalam menyusun konstruksi perkara secara lebih terang.

Dalam wawancara tanggal 2 Juni 2026, AKP Simon E. Simatupang, S.H., M.H. menjelaskan bahwa apabila keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti, dan hasil visum saling bersesuaian, maka penyidik dapat menyimpulkan adanya peristiwa pidana secara lebih kuat. Namun, penyidik tetap harus berhati-hati karena perkara kelalaian tidak boleh dibangun hanya berdasarkan dugaan. Harus ada hubungan yang logis antara cara pengemudi bertindak, terjadinya kecelakaan, dan akibat yang muncul.

Pembuktian unsur kelalaian juga berkaitan dengan penerapan Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah. Dalam perkara pidana, alat bukti yang dapat digunakan antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara ini, penyidik mengumpulkan dan menyusun alat bukti tersebut agar dapat digunakan oleh penuntut umum dan dinilai kembali oleh hakim di persidangan.

Keterangan saksi dalam perkara ini berfungsi menjelaskan peristiwa yang terjadi di sekitar tempat kejadian perkara. Keterangan ahli dan visum berfungsi menjelaskan kondisi korban secara medis. Barang bukti kendaraan, SIM, dan STNK berfungsi menghubungkan terdakwa dengan kendaraan yang digunakan. Sementara itu, keterangan terdakwa memperjelas cara terdakwa mengemudikan kendaraan pada saat peristiwa terjadi. Keseluruhan alat bukti tersebut saling melengkapi dalam pembuktian unsur kelalaian.

Menurut AKP Simon E. Simatupang, S.H., M.H., salah satu kendala dalam perkara kecelakaan lalu lintas adalah apabila saksi yang benar-benar melihat detik-detik kecelakaan sangat terbatas. Dalam keadaan seperti itu, penyidik harus menguatkan pembuktian melalui olah tempat kejadian perkara, posisi kendaraan, bekas kecelakaan, keterangan warga sekitar, serta hasil pemeriksaan medis. Oleh karena itu, penyidikan perkara lalu lintas membutuhkan ketelitian karena sering kali peristiwa terjadi sangat cepat.

Dalam perkara ini, saksi Rohmah tidak menerangkan melihat secara langsung saat kendaraan melindas korban, tetapi saksi mengetahui keberadaan korban sebelum kejadian dan melihat korban setelah tergeletak di bawah kolong kendaraan. Keterangan seperti ini tetap penting karena dapat membantu membangun rangkaian peristiwa. Penyidik kemudian menghubungkan keterangan tersebut dengan keterangan terdakwa yang mengakui bahwa dirinya merasa melindas sesuatu dan melihat korban melalui kaca spion sebelah kiri.

Penerapan unsur kelalaian dalam perkara ini juga terlihat dari cara penyidik menilai hubungan antara manuver kendaraan dengan posisi korban. Korban ditemukan di bawah bagian belakang sebelah kiri kendaraan, sedangkan terdakwa mengaku sedang berbelok dan fokus ke depan. Posisi tersebut menunjukkan adanya area yang tidak diawasi secara cukup oleh terdakwa. Dari keadaan ini, penyidik dapat menilai bahwa terdakwa kurang memperhitungkan potensi bahaya di sekitar kendaraan.

Status korban yang diduga sebagai orang dengan gangguan jiwa juga menjadi salah satu keadaan yang diperhatikan, tetapi bukan alasan untuk menghapus proses pidana. Menurut AKP Simon E. Simatupang, S.H., M.H., dalam penyidikan lalu lintas, setiap pejalan kaki tetap dipandang sebagai pengguna jalan yang harus dilindungi. Apabila korban memiliki kondisi tertentu, pengemudi justru harus lebih hati-hati karena pengguna jalan seperti itu mungkin tidak dapat menghindar dengan baik dari bahaya kendaraan.

Dalam perkara ini, korban merupakan seorang perempuan dewasa yang tidak diketahui identitasnya dan diduga ODGJ. Meskipun demikian, hukum tetap memberikan perlindungan terhadap korban sebagai manusia dan pengguna jalan. Oleh karena itu, penyidik tetap memproses perkara dengan dasar bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, tanpa menjadikan kondisi korban sebagai alasan untuk menghentikan pertanggungjawaban pengemudi.

Penyidik juga memperhatikan tindakan terdakwa setelah kecelakaan terjadi. Dalam putusan disebutkan bahwa terdakwa turun dari kendaraan, menolong korban, menghubungi kepala desa dan kepala dusun, serta meminta bantuan ambulans. Tindakan tersebut dapat menunjukkan adanya itikad baik setelah kejadian. Namun, dalam pembuktian unsur pidana, tindakan menolong korban tidak menghapus kelalaian yang sudah terjadi sebelumnya, melainkan dapat menjadi bahan pertimbangan pada tahap penuntutan dan pemidanaan.

Menurut AKP Simon E. Simatupang, S.H., M.H., sikap kooperatif pengemudi setelah kecelakaan memang dapat membantu proses penyidikan. Pengemudi yang tidak melarikan diri, memberikan keterangan, dan membantu korban biasanya memudahkan penyidik untuk membuat terang perkara. Akan tetapi, sikap kooperatif tersebut tidak berarti perkara otomatis selesai, khususnya apabila kecelakaan telah mengakibatkan korban meninggal dunia.

Penerapan unsur kelalaian oleh penyidik Satlantas Polres Batu Bara dalam perkara ini pada akhirnya diarahkan untuk membuktikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penyidik harus memastikan adanya pengemudi, kendaraan bermotor, kelalaian, kecelakaan lalu lintas, dan akibat berupa korban meninggal dunia. Apabila seluruh unsur tersebut didukung oleh alat bukti yang cukup, maka berkas perkara dapat dilanjutkan kepada penuntut umum untuk proses persidangan.

Dalam perkara Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Kis, hasil penyidikan yang dilakukan kemudian menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk menyusun dakwaan tunggal terhadap terdakwa. Dakwaan tersebut menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian unsur kelalaian di tingkat penyidikan memiliki peran penting dalam menentukan arah perkara di pengadilan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyidik Satlantas Polres Batu Bara menerapkan unsur kelalaian dengan cara mengumpulkan alat bukti secara menyeluruh, mulai dari olah tempat kejadian perkara, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti kendaraan, SIM dan STNK, serta Visum et Repertum. Unsur kelalaian dibuktikan dari cara terdakwa mengemudikan dump truck yang kurang memperhatikan keadaan sekitar, terutama saat melakukan manuver di jalan sempit dan persimpangan, sehingga menyebabkan korban terlindas, mengalami luka, dan meninggal dunia.
C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pengemudi pada Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Kis
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana merupakan bagian penting dalam putusan pidana karena melalui pertimbangan tersebut dapat dilihat alasan hukum mengapa terdakwa dinyatakan bersalah dan pidana tertentu dijatuhkan. Dalam Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Kis, Majelis Hakim tidak hanya melihat bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, tetapi juga menilai apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Perkara ini diperiksa berdasarkan dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dakwaan tersebut menempatkan terdakwa Misliadi sebagai pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Oleh karena itu, pertimbangan hakim diarahkan untuk menilai unsur “setiap orang” dan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur “setiap orang”. Unsur ini penting karena berkaitan dengan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, terdakwa Misliadi adalah orang dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta dapat memahami perbuatannya. Terdakwa juga membenarkan identitasnya sejak tahap penyidikan hingga persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang didakwa atau error in persona.

Pertimbangan terhadap unsur “setiap orang” menunjukkan bahwa hakim tidak langsung masuk pada pokok kecelakaan, tetapi terlebih dahulu memastikan bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang tepat. Hal ini penting karena dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab. Dengan terpenuhinya unsur ini, hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan terhadap unsur perbuatan dan akibat dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut.

Unsur berikutnya yang dipertimbangkan hakim adalah perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa mengemudikan Mobil Barang Dump Truck Nomor Polisi BK 8912 YI bermuatan pasir sungai. Kendaraan tersebut datang dari arah Mekar Sari menuju Tanjung Seri, kemudian melakukan manuver di sekitar simpang tiga menuju tempat pembuangan pasir. Fakta ini diperoleh dari keterangan terdakwa, keterangan saksi, serta barang bukti kendaraan yang diajukan dalam persidangan.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa kecelakaan terjadi ketika terdakwa mengemudikan dump truck di Jalan Umum Tanjung Seri–Mekar Sari, tepatnya di Dusun Mangga 10 Desa Mekar Sari Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB. Penentuan waktu dan tempat kejadian menjadi penting karena berkaitan dengan kewenangan mengadili serta kepastian mengenai peristiwa pidana yang diperiksa di persidangan.

Dalam menilai unsur kelalaian, hakim memperhatikan cara terdakwa mengemudikan kendaraan sebelum kecelakaan terjadi. Terdakwa mengemudikan dump truck dalam keadaan hendak menuju tempat pembuangan pasir, sedangkan jalan menuju lokasi tersebut sempit sehingga terdakwa melakukan manuver. Pada saat berbelok, terdakwa fokus melihat ke arah depan, kemudian baru mengetahui adanya korban setelah merasa kendaraan yang dikemudikannya melindas sesuatu. Keadaan ini menjadi dasar bagi hakim untuk menilai adanya kurang kehati-hatian dari terdakwa.

Kelalaian dalam perkara ini tidak dinilai dari adanya niat terdakwa untuk mencelakai korban, tetapi dari sikap kurang hati-hati pada saat mengemudikan kendaraan. Seorang pengemudi dump truck seharusnya memahami bahwa kendaraan besar memiliki risiko yang lebih tinggi, terutama pada bagian samping dan belakang kendaraan. Oleh karena itu, ketika melakukan manuver di jalan sempit dan persimpangan, terdakwa seharusnya lebih memperhatikan keadaan sekitar agar tidak membahayakan pejalan kaki atau pengguna jalan lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Ketua Yanti Suryani, S.H., M.H. pada tanggal 1 Juni 2026, diperoleh penjelasan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara kelalaian lalu lintas tidak hanya bertumpu pada akibat meninggalnya korban. Hakim harus menilai lebih dahulu apakah terdapat perbuatan kurang hati-hati dari terdakwa dan apakah perbuatan tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan meninggalnya korban. Dengan demikian, pertimbangan hakim dilakukan melalui pengujian antara unsur pasal dan fakta yang terbukti di persidangan.

Keterangan saksi Rohmah menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam membangun fakta persidangan. Saksi menerangkan bahwa sebelum kejadian, korban yang diduga sebagai orang dengan gangguan jiwa sempat datang ke kedainya untuk meminta minuman, lalu menuju jalan umum. Tidak lama setelah itu, saksi melihat korban sudah berada di bawah kolong bagian belakang ban sebelah kiri dump truck yang dikemudikan terdakwa. Keterangan tersebut membantu hakim melihat rangkaian peristiwa sebelum dan setelah kecelakaan.

Keterangan saksi Suprianto juga turut dipertimbangkan oleh hakim. Saksi mengetahui kejadian setelah dihubungi oleh kepala desa dan kemudian datang ke tempat kejadian perkara. Saksi melihat bahwa korban sudah berada di halaman rumah saksi Rohmah dan kemudian ikut membantu membawa korban ke fasilitas kesehatan. Keterangan ini memperkuat fakta bahwa korban mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUD Batu Bara.

Selain keterangan saksi, hakim juga mempertimbangkan keterangan terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mengemudikan dump truck bermuatan pasir sungai dan pada saat di lokasi kejadian merasakan kendaraan yang dikemudikannya menabrak atau melindas sesuatu. Setelah itu, terdakwa melihat melalui kaca spion sebelah kiri dan melihat seorang perempuan dewasa berada di bawah samping kiri kendaraan. Keterangan terdakwa ini bersesuaian dengan keterangan saksi dan memperjelas hubungan antara kendaraan terdakwa dengan korban.

Keterangan terdakwa juga menunjukkan bahwa setelah kejadian, terdakwa tidak melarikan diri, melainkan turun dari kendaraan dan berusaha menolong korban. Terdakwa meminggirkan korban, menghubungi kepala desa serta kepala dusun, kemudian meminta bantuan ambulans. Sikap ini memang dipertimbangkan sebagai keadaan yang menunjukkan adanya tanggung jawab setelah kecelakaan, tetapi tidak menghapus unsur pidana apabila kelalaian dan akibat telah terbukti.

Pertimbangan hakim juga didasarkan pada Visum et Repertum Nomor Mayat 445/2836/VER/RRSUD-BB/III/2022 tanggal 5 Agustus 2024. Visum tersebut menerangkan bahwa korban mengalami beberapa luka, seperti luka robek, lecet, memar, luka pada bagian panggul, luka terbuka pada telapak tangan kiri, serta lebam pada pinggul. Bukti medis ini penting karena memperkuat bahwa korban benar mengalami luka akibat kecelakaan lalu lintas yang kemudian berujung pada meninggal dunia.

Keterangan ahli Dr. Bane Uras Sagala juga menjadi bagian dari pertimbangan hakim. Ahli menerangkan bahwa korban berada dalam keadaan meninggal dunia dan mengalami luka pada beberapa bagian tubuh. Ahli juga menjelaskan bahwa luka yang ditemukan pada tubuh korban berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban. Dengan demikian, keterangan ahli memperkuat hubungan antara peristiwa kecelakaan dengan kondisi korban.

Dalam wawancara tanggal 1 Juni 2026, Hakim Ketua Yanti Suryani, S.H., M.H. menjelaskan bahwa alat bukti medis seperti visum sangat penting dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia. Menurut beliau, hakim membutuhkan keterangan medis untuk memastikan kondisi korban secara objektif, sehingga pertimbangan tidak hanya didasarkan pada dugaan atau keterangan nonmedis. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa putusan pidana harus dibangun di atas alat bukti yang saling mendukung.

Hakim juga mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu satu unit Mobil Barang Dump Truck Nomor Polisi BK 8912 YI, satu lembar SIM A atas nama Misliadi, dan satu lembar STNK Mobil Barang Dump Truck BK 8912 YI atas nama Ismail Hasan Dasopang. Barang bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan antara terdakwa, kendaraan yang dikemudikan, dan peristiwa kecelakaan yang diperiksa dalam perkara ini.

Dalam perkara ini, kepemilikan SIM A oleh terdakwa tidak menghapus kelalaian. SIM menunjukkan bahwa terdakwa secara administratif memiliki izin mengemudi, tetapi kemampuan formal tersebut tetap harus diikuti dengan kewajiban berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan. Apabila pengemudi yang memiliki SIM tetap lalai dan menyebabkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia, maka pengemudi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Majelis Hakim kemudian menyatakan bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi. Pertimbangan ini didasarkan pada kesesuaian keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, visum, serta barang bukti. Dengan terpenuhinya unsur tersebut, hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Pertimbangan hakim juga mencerminkan penerapan asas pembuktian dalam hukum acara pidana. Dalam perkara pidana, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam perkara ini, alat bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian sehingga membentuk keyakinan hakim bahwa terdakwa melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Setelah menyatakan unsur tindak pidana terpenuhi, hakim kemudian mempertimbangkan apakah terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dalam putusan disebutkan bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tidak ditemukannya alasan pembenar atau alasan pemaaf menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tetap dipandang sebagai perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkara ini, kondisi korban yang diduga sebagai orang dengan gangguan jiwa tidak dijadikan alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa. Hakim tetap melihat bahwa korban merupakan pengguna jalan yang harus dilindungi, sedangkan terdakwa sebagai pengemudi memiliki kewajiban untuk lebih berhati-hati.

Dalam wawancara tanggal 1 Juni 2026, Hakim Ketua Yanti Suryani, S.H., M.H. menerangkan bahwa status korban sebagai orang yang diduga mengalami gangguan jiwa tidak menghilangkan perlindungan hukum terhadap korban. Menurut beliau, dalam perkara lalu lintas, setiap pengguna jalan memiliki kedudukan yang harus diperhatikan keselamatannya. Oleh karena itu, pengemudi tetap berkewajiban berhati-hati meskipun korban memiliki kondisi tertentu.

Pertimbangan hakim selanjutnya berkaitan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan dalam perkara ini adalah perbuatan terdakwa mengakibatkan pejalan kaki yang diduga ODGJ mengalami luka robek pada bagian paha atas kanan dekat pinggang dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUD Batu Bara. Keadaan ini menjadi hal penting karena akibat dari kelalaian terdakwa adalah hilangnya nyawa seseorang.

Adapun keadaan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum. Keadaan ini menunjukkan bahwa terdakwa bukan pelaku yang memiliki riwayat pemidanaan sebelumnya. Hakim dapat mempertimbangkan keadaan tersebut untuk menentukan pidana yang lebih proporsional, karena tujuan pemidanaan tidak hanya untuk membalas perbuatan, tetapi juga memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri.

Dalam perkara ini, Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 bulan. Namun, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan. Perbedaan antara tuntutan dan putusan menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan independen untuk menilai berat ringannya pidana berdasarkan fakta persidangan, keadaan terdakwa, akibat perbuatan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Ketua Yanti Suryani, S.H., M.H., penjatuhan pidana dalam perkara kelalaian lalu lintas harus mempertimbangkan keseimbangan antara akibat yang ditimbulkan dan keadaan terdakwa. Beliau menjelaskan bahwa dalam perkara seperti ini, hakim tidak dapat hanya melihat bahwa terdakwa tidak sengaja mencelakai korban, karena tetap ada nyawa manusia yang hilang. Namun, hakim juga perlu memperhatikan sikap terdakwa, riwayat terdakwa, dan fakta-fakta lain yang muncul di persidangan.

Pidana penjara selama 4 bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Putusan ini memperlihatkan bahwa hakim tetap menjatuhkan pidana karena unsur pasal terbukti, tetapi pidana yang dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian, pertimbangan hakim bersifat proporsional antara aspek kesalahan, akibat, dan keadaan terdakwa.

Majelis Hakim juga menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pertimbangan ini merupakan konsekuensi hukum dari adanya penahanan yang telah dijalani secara sah oleh terdakwa. Dengan demikian, hak terdakwa tetap diperhatikan dalam putusan, karena masa penahanan tidak boleh diabaikan ketika pidana penjara dijatuhkan.

Selain itu, hakim menetapkan terdakwa tetap ditahan. Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dan penahanan terhadap terdakwa memiliki alasan yang cukup. Dalam perkara pidana, penetapan tetap ditahan setelah putusan dapat dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pidana serta menjaga kepastian proses hukum setelah putusan diucapkan.

Terhadap barang bukti, Majelis Hakim menetapkan agar satu unit Mobil Barang Dump Truck Nomor Polisi BK 8912 YI, satu lembar SIM A atas nama Misliadi, dan satu lembar STNK dump truck atas nama Ismail Hasan Dasopang dikembalikan kepada terdakwa. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa barang bukti tersebut tidak dirampas untuk negara atau dimusnahkan, melainkan dikembalikan karena dipandang tidak diperlukan lagi setelah perkara diputus.

Majelis Hakim juga membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. Pembebanan biaya perkara merupakan konsekuensi dari dijatuhkannya pidana kepada terdakwa. Walaupun jumlahnya kecil, hal ini tetap menjadi bagian dari amar putusan yang menunjukkan bahwa terdakwa sebagai pihak yang dinyatakan bersalah harus menanggung biaya perkara sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Dalam wawancara tanggal 1 Juni 2026, Hakim Ketua Yanti Suryani, S.H., M.H. menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara kelalaian lalu lintas bukan semata-mata untuk menghukum terdakwa, tetapi juga memberikan pesan kehati-hatian kepada masyarakat, khususnya pengemudi kendaraan bermotor. Menurut beliau, perkara lalu lintas sering dianggap sebagai musibah, tetapi apabila terdapat kelalaian yang terbukti, maka hukum tetap harus ditegakkan agar keselamatan pengguna jalan lebih dihargai.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan antara kepentingan korban, kepentingan terdakwa, dan kepentingan masyarakat. Kepentingan korban terlihat dari pengakuan bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kematian. Kepentingan terdakwa terlihat dari pertimbangan bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan pidana dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan. Sementara itu, kepentingan masyarakat terlihat dari pesan bahwa setiap pengemudi wajib berhati-hati dalam berlalu lintas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Kis didasarkan pada terpenuhinya unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kesesuaian alat bukti, tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf, serta adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan kepada terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.
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� Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Kis, hlm. 16.


� Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Kis, hlm. 16.


� Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Kis, hlm. 2 dan hlm. 17.


� Hasil Wawancara dengan Yanti Suryani, S.H., M.H., Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 1 Juni 2026, pertanyaan mengenai keseimbangan dalam penjatuhan pidana.


� Pasal 310 ayat (4), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


� Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Kis, hlm. 17.


� Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Kis, hlm. 16-17.


� Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Kis, hlm. 17.


� Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Kis, hlm. 17.


� Hasil Wawancara dengan Yanti Suryani, S.H., M.H., Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 1 Juni 2026, pertanyaan mengenai tujuan pemidanaan dalam perkara lalu lintas.


� Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 52.
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